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Hampir 50% penduduk Indonesia merupakan
pengguna internet yang menggunakan berbagai
platform digital mulai dari media sosial, marketplace
digital, platform knowledge sharing, dan hiburan yang
disediakan oleh pihak yang dikenal sebagai
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Jenis konten yang diposting dalam platform digital
sangat bervariasi dan pelecehan yang dapat
menimbulkan efek negatif secara pribadi ataupun
sosial. Selain konten yang mendidik, informatif, atau
menghibur, pengguna internet juga dapat
menemukan konten pornografi, kebencian, kekerasan,
dan pelecehan yang dapat menimbulkan dampak
negatif serius baik secara pribadi maupun sosial.

Suatu mekanisme diperlukan untuk mengatur konten
apa saja yang boleh dan tidak boleh berada dalam
platform digital — atau disebut moderasi konten.
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Meskipun moderasi konten yang lemah dapat
berisiko menimbulkan konten berbahaya, moderasi
konten yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan
sensor terlalu banyak dan melanggar kebebasan
berekspresi individu.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo No. 5/2020)
berupaya mengatur moderasi konten dengan
menetapkan kewenangan Kominfo untuk meminta
PSE Lingkup Privat menghapus konten terlarang
dalam jangka waktu yang terbatas — 24 jam untuk
konten terlarang yang tidak mendesak, dan 4 jam
untuk konten terlarang yang mendesak.

Pada bulan Mei 2021, Kominfo mengubah
Permenkominfo No. 5/2020 menjadi Permenkominfo
No. 10/2021. Perubahan ini membuat pemberlakuan
aturan tersebut tertunda hingga akhir tahun 2021.
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Apa yang menjadi
persoalan dalam
Permenkominfo 5/20207?

Permenkominfo No. 5/2020 memiliki ketentuan due process atau
proses hukum pidana dan akuntabilitas yang terbatas. Dalam konteks
permintaan penghapusan konten oleh Kominfo, proses hukum
seharusnya memberikan PSE dan pengguna internet mekanisme yang
adil untuk memprotes, menantang, dan/atau mempertanyakan
permintaan tersebut.

Sedangkan pelaporan transparansi tidak diwajibkan baik untuk PSE
maupun Kominfo dalam peraturan tersebut.

Definisi konten terlarang yang tidak jelas dalam Permenkominfo No.
5/2020. Salah satu pengertian konten yang dilarang menurut Pasal 9
ayat (4)b adalah yang menimbulkan gangguan publik dan mengganggu
ketertiban umum. Muncul ketidakpastian dalam hal siapa yang dapat
menentukan apakah suatu konten mengganggu ketertiban umum atau

tidak.
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Dampak Permenkominfo No. 5/2020
terhadap Mekanisme Moderasi Konten:

Karena PSE hanya diberi waktu 24 jam untuk
menghapus konten yang tidak mendesak dan 4
jam untuk konten yang mendesak, kecil
kemungkinan untuk melakukan penilaian yang
tepat atas setiap laporan permintaan
penghapusan konten.

Pasal 11 Permenkominfo No. 5/2020 hanya
memberikan sedikit keamanan dan kepastian
hukum bagi platform user-generated content
(UGC) meskipun mereka berhasil menghapus
konten yang dilarang.
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No. 5/2020 terhadap
Mekanisme Moderasi Konten:

Kominfo harus mengadopsi pendekatan co-regulation
® Pengaturan bersama dengan melibatkan PSE Lingkup
Privat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku
kepentingan lain dalam proses pengambilan keputusan
® Tanggung jawab bersama untuk pembuatan,
implementasi, dan penegakan kebijakan.

Permenkominfo No. 5/2020 harus menafsirkan lebih
lanjut tentang moderasi konten untuk memberikan
berbagai opsi tindakan moderasi daripada sekadar
penghapusan konten.

Permenkominfo No. 5/2020 harus memberikan kekebalan
hukum kepada PSE yang telah memenuhi kewajibannya
berdasarkan peraturan tersebut.

Permenkominfo No. 5/2020 harus mencakup due process
bagi PSE dan pengguna, rentang waktu yang wajar bagi
PSE untuk mematuhi permintaan moderasi, dan
mekanisme banding.
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Selengkapnya di Makalah Kebijakan
“Dampak Regulasi Moderasi Konten
terhadap Kebebasan Berekspresi di
Indonesia”. Baca dan unduh dengan
pindai kode gr atau kunjungi
cutt.ly/CIPS-MK38

@ www.cips-indonesia.org

f in »  Center for Indonesian Policy Studies



